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Pemerintah telah mengakomodir pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020 — 2024 yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari penetapan RPJMN,
Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun
2020. Berikut adalah ringkasan dari target-target yang ditetapkan dalam kedua Peraturan tersebut
terkait dengan pembangunan rendah karbon sektor energi:

Target 2024
Porsi EBT dalam bauran energi Nasional 19,5%
Kapasitas terpasang EBT (GW) 19,2
Pemanfaatan biofuel untuk domestik (Juta kL) 17,4
Intensitas energi primer (SBM/Rp. Milyar) 133,8
Penurunan integritas final (SBM/Rp. Milyar) 0,8
Penurunan emisi GRK 27.3%
Penurunan intensitas emisi GRK 24%

Tabel 1 Target RPJMN dan Renstra Kementerian ESDM

Target energi terbarukan dalam bauran energi sebesar 19,5% pada tahun 2024 dikhawatirkan akan sulit
dicapai apabila tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan dan regulasi, pola pengadaan energi
terbarukan, dan penyediaan insentif fiskal agar energi terbarukan dapat bersaing dengan pembangkit
berbasis fosil, mengingat hingga tahun 2019 energi terbarukan baru mencapai 9,15% dalam bauran
energi dengan kapasitas terpasang 10,16 GW.

Pemerintah sudah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk sektor energi, seperti tax allowance, tax
holiday, pembebasan bea masuk impor, maupun pengurangan harga gas untuk pembangkit. Yang paling
diuntungkan dengan insentif fiskal ini adalah proyek-proyek dengan nilai investasi besar. Sementara itu,
mayoritas energi terbarukan yang akan dibangun adalah proyek-proyek dengan nilai investasi yang
relatf lebih kecil, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif fiskal secara maksimal, khususnya
untuk tax holiday. Disisi lain, banyak proposal pembiayaan proyek, termasuk dokumen pendukungnya,
yang disampaikan ke Lembaga Pembiayaan/Perbankan kurang memenuhi kualitas yang dibutuhkan
untuk menyediakan pembiayaan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang resiko investasi energi
terbarukan menyebabkan Lembaga Pembiayaan/Perbankan mempersyaratkan penyediaan jaminan
berupa asset pada saat menyediakan pendanaan untuk investasi energi terbarukan.

Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan energi merupakan potensi yang hingga saat ini belum
dimanfaatkan secara maksimal, meskipun banyak kegiatan yang sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa
mengeluarkan biaya maupun dengan biaya murah. Beberapa hambatan utama dalam peningkatan
efisiensi ini terutama terkait dengan harga energi yang relatif murah, pendanaan untuk efisiensi energi
yang tidak tersedia, dan kurangnya insentif fiskal yang disediakan pemerintah untuk mendorong
investasi efisiensi energi.

Pemerintah perlu menyediakan berbagai stimulus yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku uasha agar
dapat mendorong pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 — 2024 dan Renstra



ESDM 2020 — 2024. Berikut adalah usulan stimulus yang akan dapat mendorong pemanfaatan energi
terbarukan dan peningkatan efisiensi energi demi mencapai target-target yang ditetapkan dalam
RPJMN 2020 — 2024 dan Renstra ESDM 2020 - 2024:

Stimulus Alokasi Jumlah proyek | Penurunan emisi GRK Lapanngan Keterangan
dana yang didukung tCO2 per tahun kerja (orang)
Tax holiday Total nilai
Tax allowance untuk 10 investasi
tahun sekitar
USD 20,5 .
Pembebasan bea masuk : Sekitar 400 641750 orang
milyar K selama masa
PPN tidak dipungut PISELS 34.450.9911CO2 per | konstruksi dan | Nilai PPN yang tidak dipungut
k;eprg:i?;::)ger tahun 29772 orang | USD 1.333juta
Penjamin pinjaman (USD) | 111 juta proyek selama masa | Asumsi premi penjamin
operasi sebesar 1.5% dari nilai
pinjaman, premi dibayar
masing-masing 50% oleh
pemerintah langsung
Dana pengembanngan ET | 300 Milyar | 100 1.226.400 - 3.985.800 | 10.000 - 30.000
Dana pembangunan PLTS | 3 Triliyun | 200.000 204.400 1.000.000 Dibutuhkan 5 orang untuk
Atap (Rp) pemasangan setiap PLTS Atap
Dana efisiensi (Rp) 300 Milyar | 600

Tabel 2 Ringkasan usulan stimulus

Penyediaan stimulus ini akan berkontribusi terhadap:

1. Pemulihan perekonomian melalui berbagai kegiatan pembangunan di sektor energi terbarukan

dan efisiensi energi;

Tersedia lapangan kerja baru terutama di daerah dimana pengembangan energi terbarukan dan
kegiatan efisiensi energi dilaksanakan;

Peningkatan perekonomian daerah dengan adanya aktivitas pembangunan sebagai dampak ikutan
dari pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, diantaranya:

a. Penyediaan bahan-bahan bangunan untuk konstruksi dari daerah sekitar lokasi proyek energi

b. Penyediaan penginapan, makanandan minuman, kebutuhan pekerja pembangunan pembangkit

c. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk komitmen CSR dari perusahaan;

2.
3.

terbarukan;

energi terbarukan;
4,

Terjadinya penurunan emisi GRK.

Pemerintah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan berdasarkan aturan
yang ada ataupun perluasan aturan, khususnya berupa:

1. Tax holiday sedikitnya 10 tahun tanpa dibatasi oleh besaran investasi;

2. PPN untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri tidak dipungut. Penyediaan fasilitas ini
akan mengurangi beban investasi yang menjadi tanggungan investor energi terbarukan. Untuk
merealisasikan rencana pengembangan energi terbarukan dengan kapasitas terpasang hingga
9.050,30 MW diusulkan untuk tidak memungut PPN untuk pengadaan jasa dan barang dalam
negeri (TKDN) sebesar USD 1.333 juta, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Pembangkit Target MW | Investasi/MW (Juta USD) | Total Investasi (Juta USD) | TKDN | PPN tidak dipungut (Juta USD)
PLTA 3.909,80 2,3 8993 | 75% 674
PLTP 1.027,00 5 5135 | 65% 334
PLTS 2.089,40 1 2.089 | 40% 84
PLTB 729,00 2,3 1677 | 20% 34
Bioenergi 1.295,10 2 2590 | 80% 207
Jumlah 9.050,30 20.484 1L

Tabel 3 Usulan stimulus PPN tidak dipungut untuk RKP 2022
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3. Pembebasan bea masukimpor barang modal dan sukucadang, dilaksanakan berdasarkan kebijakan
yang sudah berjalan saat ini, namun kebijakan perlu diperluas agar sukucadang yang dibutuhkan
selama masa pengoperasian pembangkit energi terbarukan dapat memanfaatkan fasilitas ini;

4. Tax allowance berupa pengurangan PPh, percepatan depresiasi dan amortisasi, penurunan PPh
untuk dividen investor, dilaksanakan berdasarkan pengaturan yang sudah ada saat ini;

Dana pengembangan energi terbarukan

Penyediaan dana pengembangan energi terbarukan bertujuan meningkatkan kualitas dokumen
pengembangan proyek ET sehingga Lembaga Pembiayaan/Perbankan bersedia untuk menyediakan
pendanaan yang dibutuhkan untuk investasi energi terbarukan. Dana pengembangan energi terbarukan
diharapkan dapat diakses oleh pengembang energi terbarukan yang sudah memiliki dokumen studi
kelayakan (feasibility study) dan masuk dalam Daftar Pengembang Terseleksi (DPT) di PLN. Dana yang
disediakan akan digunakan untuk perbaikan kualitas dokumen proyek, khususnya feasibility study
(FS), detailed engineering design (DED), dokumen lingkungan, akuisisi data yang dibutuhkan untuk
melengkapi penyusunan FS dan DED. Dengan kualitas dokumen yang lebih baik, Lembaga Pembiayaan
dapat menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun proyek energi terbarukan.

Diusulkan agar pada tahun 2022 Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp. 300 milyar untuk 100
proyek energi terbarukan dengan target kapasitas terpasang 1.000 MW. Dana ini akan dikelola oleh
Lembaga Pengelola Dana yang ditunjuk oleh Pemerintah.

1
Penunjukan ///
7| konsultan oo o,
Pengembang Peningkatan _______ » Lembaga
proyek ET mutu dokumen Pembiayaan
Pengajuan Persetujuan
proposal pendanaan

1. Pemerintah menyediakan IDR 3M per proyek untuk sekitar 100 proyek tahun 2022, yang akan
"' digunakan untuk peningkatan mutu dokumen proyek agar perbankan dapat menyediakan pendanaan
[ 1 untuk proyeknya
Sebagai imbalannya, apabila proyek berhasil dibangun, maka pemerintah akan mendapatkan kredit

= karbon senilai pendanaan yang disetujui untuk proyek tersebut, dan pemerintah dapat menjadi pembeli
Pengelola siaga apabila terdapat kredit yang dihasilkan dan belum digunakan atau dijual kepada pihak lain
Dana 3. Pengembang proyek ET mengajukan pendanaan ke Pengelola Dana untuk peningkatan mutu dokumen

proyek

Pengelola Dana mereview dan memberikan persetujuan

Pengelola Dana memberikan daftar konsultan yang sudah diseleksi oleh Pengelola Dana bersama

ESDM/asosiasi

6. Pengembang menunjuk salah satu konsultan yang ada dalam daftar untuk melaksanakan perbaikan
mutu dokumen

7.  Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Pengelola Dana kepada Konsultan setelah memenuhi
milestone yang ditetapkan dalam proyek

o~

Grafik 1 Proses pengajuan Dana Pengembangan Energi Terbarukan

Apabila semua proyek terbangun, maka akan berpotensi menurunkan emisi GRK antara 1,226,400 tCO?
per tahun (PLTS) hingga 3,985,800 tCO, per tahun (PLTA). Sebagai kompensasi, pengembang energi
terbarukan akan menyerahkan kepada pemerintah sertifikat penurunan emisi maksimal 60,000 (setara
dengan penurunan emisi sebesar 60,000 tCO,) penurunan emisi GRK yang dihasilkan oleh proyek yang
didanai, senilai dana yang diterima dari pengelola dana.

Penjaminan pinjaman untuk pengembangan energi terbarukan

Penyediaan penjaminan pinjaman yang dikombinasikan dengan peningkatan kualitas dokumen
pengembangan energi terbarukan dapat mendorong penyediaan pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan/
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Perbankan dalam negeri. Dengan total investasi yang dibutuhkan untuk membangun 9.050,80 MW
dengan total investasi sebesar USD 20,5 milyar, Pemerintah diharapkan dapat menyediakan dana
penjaminan sebesar USD 108 juta untuk membayar 50% dari premi penjaminan (premi penjaminan
diasumsikan sebesar 1.5% dari nilai pinjaman).

Pembangkit Target MW | Investasi/MW (Juta USD) | Total Investasi (Juta USD) | PPN tidak dipungut (Juta USD)
PLTA 3.909,80 2,3 8.993 47
PLTP 1.027,00 5 5135 27
PLTS 2.089,40 1 2.089 "
PLTB 729,00 2,3 1.677 9
Bioenergi 1.295,10 2 2.590 14
Jumlah 9.050,30 20.484 108

Tabel 4 Usulan penyediaan penjaminan untuk RKP 2022

Pemerintah dapat mengurangi besaran penjaminan dengan asumsi penjaminan untuk PLTP tidak
diperlukan, hanya sekitar 40% dari pembangunan PLTA akan menggunakan pendanaan dari dalam
negeri, demikian juga untuk PLTS dan PLTB diasumsikan masing-masing hanya 30% yang akan
menggunakan pendanaan dalam negeri. Dengan demikian, Pemerintah hanya perlu menyediakan dana
untuk membayar premi penjaminan sebesar USD 38 juta atau sekitar Rp. 557,01 milyar.

Pembangkit Target (MW) Investasi/MW (Juta USD) Total Investasi (Juta USD) Penjaminan (Juta USD)
PLTA 1.563,92 2,3 3.597 19
PLTP - 5 - -
PLTS 626,382 1 627 3
PLTB 218,70 2,3 503
Bioenergi 1.295,10 2 2.590 14
Jumlah 3.704,54 7.317 38

Tabel 5 Opsi penjaminan untuk energi terbarukan

Dana bergulir untuk pemasangan PLTS Atap

Pemerintah dapat menyediakan dana sebesar IDR 3,000,000,000,000 untuk pemasangan 200 MWp
PLTS Atap untuk konsumen PLN di daerah dengan BPP tinggi, seperti di Nias, Mentawai, Wamena,
Sarma, dan lain-lain. Dengan adanya PLTS Atap maka energi yang disalurkan oleh PLN kepada
pelanggan tersebut akan berkurang, sehingga akan mengurangi beban subsidi Pemerintah. Program
ini akan mengurangi emisi gas rumahkaca hingga 204,400 tCO, per tahun.

daz \

Penunjukan —_—
. konsultan
Pemilik Rumah Pemasangan PLTS Atap
Pengajuan Persetujuan
proposal pendanaan

. 1. Pemilik rumah mengajukan pendanaan ke Pengelola Dana untuk pemasangan PLTS Atap
- - 2. Pengelola Dana mereview dan memberikan persetujuan untuk pemasangan PLTS Atap
‘ 3. Pengelola Dana memberikan daftar kontraktor kepada pemilik rumah yang sudah diseleksi oleh
1 | Pengelola Dana dan ESDM
|| 4. Pemilik rumah menunjuk kontraktor untuk pemasangan PLTS Atap
5. Kontraktor memasang dan memelihara PLTS Atap untuk jangka waktu tertentu
Pengelola Dana 6. Pembayaran dilakukan oleh Pengelola Dana ke Kontraktor setelah milestone yang disepakati
dalam kontrak terpenuhi

Grafik 2 Proses pengajuan Dana Pemasangan PLTS Atap
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Pendanaan peningkatan efisiensi energi untuk UKM melalui KUR

UKM merupakan salah satu dari banyak pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi. Banyak UKM yang
mengalami kesulitan karena berkurangnya pemasukan sehingga kemampuan untuk membayar biaya
operasi menjadi lebih sulit. Untuk meringankan beban UKM Pemerintah dapat menyediakan pinjaman
melalui KUR dengan bunga 6%, yang mana yang mana pinjaman ini sudah termasuk penjaminan oleh
Lembaga Penjaminan milik Pemerintah.

Besaran KUR yang dapat disediakan untuk setiap perusahaan maksimal Rp. 500 juta, sesuai dengan
batasan yang dapat diberikan oleh perbankan. Penyediaan pendanaan untuk kegiatan efisiensi energi
ini dapat diintegrasikan dengan stimulus yang disediakan Pemerintah sebagai bagian dari Pemulihan
Ekonomi Nasional.

Penciptaan lapangan kerja dengan penyediaan stimulus

Penyediaan berbagai stimulus akan dapat mendorong pembangunan rendah karbon, khususnya
pengembangan energi terbarukan dan implementasi kegiatan efisiensi energi. Hal ini selain bertujuan
untuk mencapai target RPJMN dan Renstra Kementerian ESDM, juga akan dapat menciptakan lapangan
kerja baru.

Penyediaan insentif fiskal berupa tax holiday, PPN tidak dipungut, penyediaan tax allowance dan
dikombinasikan dengan penyediaan penjaminan pinjaman akan dapat memperbaiki keekonomian
pembangkit energi terbarukan sehingga akan dapat bersaing dengan pembangkit berbasis fosil.

. Target TK masa ' TK masa ' TK mas§ TK masg

Pembangkit (MW) konnstruksi konnstruksi operasi operasi
(Orang) (Orang/MW) (Orang) (Orang/MW)
PLTA 1.563,92 262.000 67 6.550 17
PLTP - 266.000 259 2.850 2,8
PLTS 626,82 15.750 8 1.575 0,8
PLTB 218,70 33.000 45 600 0,8
Bioenergi 1.295,10 65.000 50 18.200 141

Jumlah 3.704,54 641.750 29775
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Tabel 24 — Penciptaan lapangan kerja

Sementaraitu, penyediaan dana pengembangan energi terbarukan untuk 100 proyek dapat menciptakan
lapangan kerja antara 10.000 orang — 30.000 orang, dengan asumsi bahwa dana ini digunakan untuk
pengembangan PLTS atau PLTM kapasitas hingga 10 MW. Diperkirakan bahwa pembangunan PLTS
akan membutuhkan sekitar 100 orang selama masa konstruksi (1 — 1.5 tahun), sementara pembangunan
PLTM membutuhkan sekitar 300 orang selama masa konstruksi (2 — 3 tahun).

Penyediaan dana untuk pembangunan PLTS Atap dengan kapasitas terpasang hingga 200 MWp dapat
menciptakan hingga 1.000.000 lapangan kerja, dengan asumsi akan terpasang 200,000 PLTS Atap,
yang mana pemasangan setiap PLTS Atap melibatkan sekitar 5 orang untuk pekerjaan logistik dan
pemasangan.
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